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IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN MAWAR ASIH XXXV
DUSUN PATOHONI, DESA PALAE, KECAMATAN SINJAI SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAY AN Ay TERPADL SATU PINTU KABUPATEN SINJAL

Menimbang & bahwa dalam rangks memberikan kepastian hukum  kepadsa
penyelenggara Pandidikan Anak Usia Dini (PAUDY) dalam memberikan
layanan pendidikan kepads Masyarakal peru dilerbitkan L Pendinian
dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PALID);

b. bahwa berdasarkan Kepytysan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpady Saty Pty Kabupaten Sinjai Nomar
2894/26.c/042/DPMPTSPX2018  tenlang  lzn Pendirian  dan
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini *KELOMPOK BERMAIN
MAWAR ASIH XXX\" Dusun Patohoni, Desa Palae Kecamatan Sinjal
Selatan, telah habis masa berakurya sejak tanggal 21 April 2021, maka
peru d#erbikan izin Operasional Penyolenggaraan Pendidikan Anak Lisia
Diné (PALID) yang baru;

£ bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana maksud hurut a dan
huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan kepulusan Kepals Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu Kabupatan Sinjai
terang lzin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dim
(PAUD) “KELOMPOK BERMAIN MAWAR ASIH 00057  Palae,

Kacamatan Sngal Selatan,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 fentang Pambentukan Daarsh

Tingkat Il di Sulawesi (Lambaran Megara Republk Indonesia Tahun 1859

Nomor 74, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momaor

1822)%

2 Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 temang Sisten Pendsdikan
Masional {Lembaran Negara Republik Indones:s Tahun 2003 Momar T8,
Tambahan Lembaran Negara Reputdik Indonesia Nomor 4301,

3. Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Pubdi (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nameor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tenteng Pelayanan Publik
(Lembaran Megara Republix Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Momor 5038}

5, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang  Pembaniukan
Paraturan Perundang-undangan (Lembaran Megara Repubdik Indonesia
Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan Lambaran Megara Republlk Indongésia
Momor 5234}

6. Undang-Undang Momor 23 Tahun 3014 temang Pamenntahan Dasrah

{Lembaran Megara Republi indonesia Tahun 2074 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Megara Republi |ndonesia  Momor 5587

sehagalmana talah baberapa kall diubah warakhic dengan Undang-Undang

Nomar @ Tahun 2015 tertang Perubahan Kedua Atas Lindang-Undang

Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemerniahan Daerah [Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesi Nomor 5679);
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g;ﬁ:’:i‘::;:ﬂiﬂnﬁnmm 30 Tahun 2014  tlentang Adminisirasi
292, Tambahan L m‘:'“"‘ Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Namar
Un d‘ﬁng > umﬂ aran Negara Republik Indonesia Nomaor 5601),

ng MNomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas
Undang-Undang  Momor 23 Tahun 2002 tenlang Perdindungan
Anak(Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
T-Emhahﬂn Lembaran HEﬂHm Hapuhht indonisia Momar EEGEL
Peraturan Pemerintah Nomor §6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 113, Tambshan Lembaran MNegara Republik
Indonasia Mamar 5157);
Peraturan Pemerintah Momor 96 Tahun 2012 tenlang Pelaksanaan
Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357,

. Peraturan Pemerintah Nomar 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Namor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5670),

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Padoman
Organisasi dan Tala Kerja Unit Pelayanaan Perizinan Terpadu di Daerah;

Paraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor B4 Tahun 2014
tentang Pendiran Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 1279},

Peraturan Menteri Dalam Megen MNomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomaor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 1856);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Momor T74);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Peraturan Bupati Sinjal Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pinfu {Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2018 Nomor 23);

Peraturan Bupati Sinjal Nomor 50 Tahun 2019 tenlang Pendelegasian
Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Salu Pintu Kabupaten Sinjai (Berta Daerah

Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 50);
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Penyelenggaraan;

2, Akta N_utaris Nomar @ 53 Tanggal 01 Januari 1970 tentang Kelompok

Bermain Mawar Asih XXXV Disingkat KB MAWAR ASIH XXXV,
Rekomendasi Teknis Dings Pendidikan Kabupaten Sinjai, Momar .
TTHE2IDP 21, Tanggal 25 April 2021, Parinal Rekomeandasi;

m“gﬂwsr Jawah KELOMPOK BERMAIN MAWAR ASIH
B MAWAR ASIH XXXVIS5/2021, Tanggal 05 Apri
Permahonan Perpanjangan  Izin  Operasional

MEMUTUSKAN

. Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD), Kepada

Nama lembaga - KELOMPOK BERMAIN MAWAR ASIH XXXV
Alamat Lembaga . Dusun Patohoni, Palae,

Kecamatan Sinjai Selaian, Kabupaten Sinjai
Penanggung Jawab : RIDWAN

! lzin Pendirian dan FPenyelenggaraan Pendidikan Anak Usla Dini [PAUE]

sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, beraku sejak tanggal 21 April
2021 sampai dengan 21 April 2024;

. Permohonan lzin Pendirian dan Penyelanggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

(FAUD), digjukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirmya masa berfaku 1zin,

: Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesual dengan

ketentuanperundang-undangan.

Diterbitkan di Kabupatan Singai
Pada langgal : 0} bei 2021
a.n. BUPAT] 5INJA]

KIP 19701 1301930031002

1. Bupas Sinjai di Sinjai (Sebaged Laporan],
2. Kepala Dinas Pondidikan & Sinjai;

3. Camal Sinjai Selatan;
4. Arsip;



